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3. Penguatan Peran Pimpinan dan Unit Kerja dalam Penerapan SPIP melalui 

Penegasan peran pimpinan unit kerja dalam penerapan SPIP melalui 

kebijakan internal dan arahan kerja serta Integrasi penerapan SPIP dan 

manajemen risiko ke dalam sasaran kinerja pimpinan dan unit kerja oleh 

seluruh pimpinan unit kerja. 

4. Peningkatan Kualitas Dokumentasi dan Bukti Dukung Penerapan SPIP 

Penyempurnaan dan standarisasi dokumen pendukung penerapan SPIP, 

manajemen risiko, dan pengendalian korupsi serta Penataan sistem 

dokumentasi agar bukti dukung penerapan SPIP mudah ditelusuri, mutakhir, 

dan konsisten oleh seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional.  

5. Penguatan Pengendalian Korupsi yang Terukur dan Berkelanjutan melalui 

Penetapan pengendalian pencegahan korupsi yang berbasis risiko dan 

berdampak langsung pada proses bisnis utama serta Pemantauan dan 

evaluasi efektivitas pengendalian korupsi secara periodik oleh seluruh unit 

kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional. 

6. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penerapan SPIP Terintegrasi 

Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan SPIP Terintegrasi yang 

fokus pada implementasi praktis yang difasilitasi oleh Inspektorat Badan 

Pangan Nasional. 

 

Perhatian dan Tanggung Jawab Pimpinan dalam Pencapaian Kinerja 

Pimpinan Badan Pangan Nasional memiliki peran strategis dan tanggung 

jawab utama dalam memastikan pencapaian kinerja organisasi, termasuk 

dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Bentuk perhatian dan tanggung 

jawab pimpinan dalam pencapaian kinerja diwujudkan melalui kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Arahan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional dalam kegiatan workshop 

penilaian Mandiri SPIP bersama BPKP Pada Tanggal 26-28 Mei 2025 di 

Aston Jakarta  
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Gambar 4. Arahan Sekretaris Utama dalam Workshop SPIP 

 
2. Pemantauan dan Pengendalian Pencapaian Kinerja  

Pimpinan secara berkala melakukan pemantauan atas pencapaian kinerja 

organisasi melalui laporan kinerja, laporan keuangan, dan laporan hasil 

pengawasan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pelaksanan Rapat Kerja Pengawasan 

 

Sinergi Unit Kerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional dalam 

pencapaian Kinerja SPIP 

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di 

lingkungan Badan Pangan Nasional merupakan sinergi dan kolaborasi antar unit 

kerja yang terstruktur dan berkelanjutan. Sinergi tersebut tercermin dalam 

keterpaduan unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional dalam penerapan 

SPIP terintegrasi berupa rapat koordinasi. 

Unit kerja teknis berperan dalam menerapkan SPIP pada pelaksanaan 

tugas dan fungsi masing-masing, mulai dari perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan program, hingga pelaporan kinerja dan keuangan. Penerapan 

prosedur kerja, pemenuhan dokumentasi, serta mekanisme 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh unit kerja tersebut menjadi dasar 

penerapan pengendalian intern dan mendukung pencapaian kinerja SPIP. 

Inspektorat Badan Pangan Nasional berperan dalam mengkoordinasikan 

dan mengawal penerapan SPIP melalui pelaksanaan audit, reviu, dan evaluasi, 

serta pemberian asistensi dan rekomendasi perbaikan.  
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Gambar 6. Penyiapan Dokumen SPIP lingkup Badan Pangan Nasional 

 

Pemanfaatan Informasi dalam Laporan Kinerja Triwulan sebagai bahan 

evaluasi  Pencapaian Kinerja SPIP  

Secara Periodik Inspektorat Badan Pangan Nasional menyusun laporan 

kinerja bulanan dan triwulanan dalam memantau Capaian Kinerja. Dalam hal 

pemantauan kinerja triwulanan selain menyusun laporan reguler Inspektorat 

menyampaikan capaian kinerja melalui aplikasi e-SAKIP sebagai sarana 

pemantauan capaian kinerja organisasi. Penyusunan laporan tersebut 

didasarkan pada realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Informasi dalam 

laporan kinerja tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dalam capaian 

kinerja SPIP antara lain: 

1. Kegiatan Pengawasan Penyaluran CPP 

Salah satu unsur dalam SPIP terintegrasi adalah Kegiatan Pengendalian, 

Pada Periode Juni-Desember selain melaksanakan kegiatan reguler melalui 

dana pusat dan dekonsentrasi, Badan Pangan Nasional melaksanakan 

kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Bantuan 

Pangan Beras, Bantuan Bencana Alam, Stabilisasi Pasokan dan Harga 

Pangan (SPHP) Beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 

Jagung. Atas alokasi anggaran yang signifikan pada kegiatan penyaluran 

CPP tersebut selain melaksanakan kegiatan mandatory Inspektorat 

melakukan kegiatan pemantauan serta Reviu untuk memastikan bahwa 
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pelaksanaan Penyaluran CPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta 

mendorong penyerapan anggaran yang lebih optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pelaksanaan Reviu Penyaluran CPP 

2. Penguatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan 

Salah satu unsur SPIP terintegrasi adalah Pemantauan Berkelanjutan. 

Inspektorat beserta Unit kerja di Lingkup Badan Pangan Nasional secara 

periodik melaksanakan pemantauan atas Rekomendasi Hasil Pengawasan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui aplikasi Sistem Informasi 

Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) . Selain itu dilakukan rapat bersama unit 

kerja lain untuk membahas temuan-temuan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK 

 

Pemanfaatan Informasi pada Laporan Kinerja Triwulan dalam penyesuaian 

penggunaan anggaran 

Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Triwulanan dimanfaatkan 

sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian penggunaan anggaran agar 

selaras dengan capaian kinerja dan kebutuhan pelaksanaan program dan 

kegiatan Inspektorat Badan Pangan. Selama Tahun 2025 upaya penyesuaian 

penggaran dalam pencapaian kinerja SPIP telah dilakukan oleh Inspektorat 

Badan Pangan Nasional dengan berkoordinasi ke Biro Perencanaan untuk 
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melakukan revisi DIPA dan revisi POK dalam rangka mendukung capaian kinerja 

Inspektorat khususnya SPIP.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 9. Nota dinas usulan revisi POK untuk mendukung capaian SPIP 

Pada awal Tahun 2025 Alokasi anggaran Kementerian/lembaga mengalami 

Efisiensi yang  berdampak pada beberapa kegiatan. Sebagai bentuk komitmen 

Inspektorat melakukan revisi POK untuk  pelaksanaan kegiatan yang berkaitan 

dengan Capaian NIlai Maturitas SPIP Terintegrasi. 

 

Pemanfaatan Informasi Laporan Kinerja Triwulan dalam penyesuaian 

aktivitas untuk mencapai kinerja 

Atas Laporan Kinerja Triwulanan Inspektorat terhadap capaian Nilai 

Maturitas SPIP. Pada Bulan Juni 2025 dengan adanya tambahan SDM Calon 

Pegawai negeri Sipil (CPNS) di Inspektorat Badan Pangan Nasional melakukan 

pendokumentasian kegiatan secara digital untuk output yang dihasilkan dalam 

penugasan. Pendokumentasian tersebut sebagai salah satu upaya pemenuhan 

dokumen SPIP. 
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Gambar 10. Rapat Pembahasan Dokumentasi Laporan Secara Digital 

 

Pemanfaatan Informasi Laporan  Kinerja  sebagai bahan evaluasi 

pencapaian keberhasilan kinerja 

1. Penyusunan Manajemen Risiko Unit Kerja  

Penyusunan Manajemen Risiko pada unit kerja dilaksanakan sebagai bagian 

dari penerapan SPIP Terintegrasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan 

mengendalikan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan 

organisasi. Inspektorat menjadi Fasilitator pelaksanaan penyusunan 

Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pangan Nasional dengan 

memetakan 2 (dua) kegiatan strategis pada masing-masing unit kerja. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Pelaksanaan penyusunan manajemen risiko 

 
2. Pelaksanaan Evaluasi Oleh BPKP  
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Pada Tahun 2024 Nilai Maturitas SPIP diperoleh dari Penilaian Mandiri dan 

Penjaminan Kualitas, sebagai tindak lanjut atas capaian di Tahun 2024 di 

Tahun 2025 Nilai Maturitas SPIP diperoleh atas Hasil evaluasi BPKP. 

Pelaksanaan evaluasi oleh BPKP merupakan bagian dari penilaian terhadap 

tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi mengacu pada 

Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Pelaksanaan evaluasi oleh BPKP 

Meskipun Nilai SPIP Tahun 2025 belum mencapai target, nilai yang diperoleh 

saat ini sudah merupakan nilai sebenarnya hasil evaluasi oleh BPKP  

 

Pemanfaaatan Informasi pada Laporan  Kinerja dalam penyesuaian 

perencanaan kinerja 

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2022-2024 bersama dengan Biro 

Perencanaan Kerjasama dan Humas dilakukan penyusunan kembali atas 

indikator kinerja, Karena Inspektorat hanya memiliki 1 Rincian Output (RO) 

Layanan Audit Internal sehingga hanya boleh memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja 

Utama (IKU) diantara 4 IKU Tahun 2024 hanya 1 IKU yang ditetapkan yaitu Nilai 

Level Maturitas SPIP dengan target 3,00. Penetapan indikator ini mencerminkan 

pergeseran fokus dari pengukuran aspek pendukung menuju pengukuran hasil 

utama pengawasan intern, sejalan dengan peran Inspektorat dalam mendorong 

penerapan SPIP Terintegrasi di lingkungan Badan Pangan Nasional. 

Penyesuaian IKU Tahun 2025 tersebut merupakan tindak lanjut atas 

evaluasi kinerja tahun sebelumnya dari sisi penetapan tujuan, untuk memastikan 

bahwa pengelola kinerja yang ditetapkan lebih relevan, strategis, dan selaras 

dengan Inspektorat serta prioritas penguatan tata kelola dan pengendalian 

intern.  
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Indikator Kinerja Utama Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun 

2025 berbeda dengan Tahun 2024, seperti  yang disajikan pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

    Tabel 15. Perbandingan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dan 2025 

No 2024 2025 

Indikator Target  Indikator  Target  

1 Nilai level Maturitas 

SPIP 

3,00 Nilai level Maturitas 

SPIP 

       3,00 

2 Nilai level Kapabilitas 

APIP (IACM) 

3,00 - - 

3 Tingkat kepuasan 

Layanan Inspektorat 

3,12 - - 

4 Tingkat kepuasan 

pegawai Inspektorat 

terhadap Layanan 

Ketatausahaan 

3,02 - - 

 

Pemanfaatan Informasi dalam laporan kinerja dalam perubahan budaya 

kinerja organisasi 

1. Penguatan Budaya Monitoring dan Evaluasi Berkala 

  Informasi dalam LAKIN 2024 mendorong terbentuknya budaya 

monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis pada Tahun 2025. Unit kerja 

secara rutin menindaklanjuti hasil pemantauan kinerja melalui laporan 

bulanan dan triwulanan, serta menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar 

penyesuaian aktivitas dan pengambilan keputusan manajerial. 

2. Perubahan Pola Kerja Menuju Pendekatan Berbasis Risiko 

  Evaluasi kinerja Tahun 2024 yang tercantum dalam LAKIN 

mendorong organisasi mulai menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam 

pelaksanaan kegiatan Tahun 2025. Unit kerja lebih memperhatikan potensi 
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risiko yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan menyesuaikan aktivitas 

pengendalian sebagai bagian dari penerapan SPIP Terintegrasi. 

 

Selama Tahun 2025 upaya Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dilaksanakan melalui tahapan kegiatan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Workshop Penilaian Mandiri SPIP bersama BPKP Pada Tanggal 26-28 Mei 

2025 di Aston Jakarta  

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Workshop Penilaian Mandiri SPIP 
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2. Pembahasan Manajemen Risiko dalam Rangka Pembinaan Maturitas SPIP 

Lingkup Badan Pangan Nasional tanggal 24 Juni 2025 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Pembahasan Manajemen Risiko dalam Rangka Pembinaan Maturitas 
SPIP 

3. Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 30 Juni 2025 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. FGD Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

4. Finalisasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Tahun 

2025 tanggal 3 Juli 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Finalisasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP Tahun 
2025 
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5. Pelaksanaan evaluasi oleh BPKP tanggal 23 Desember 2025 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Pelaksanaan Evaluasi oleh BPKP 

 

3.2 Capaian Kinerja Lainnya  

 Sebagai unit kerja pengawasan di lingkungan Badan Pangan Nasional, 

pada Tahun 2025 Inspektorat telah mendapatkan beberapa pencapaian kinerja 

diantaranya yaitu: 

1. Kinerja Pendukung Komponen RB 

a. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 

SPI (Survei Penilaian Integritas) merupakan salah satu indikator 

pendukung Reformasi Birokrasi (RB) yang digunakan untuk memperkuat 

penilaian atas upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas 

birokrasi serta dapat digunakan sebagai evidence yang mencerminkan 

efektivitas reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pelaksanaan SPI Badan 

Pangan Nasional pada tahun 2025 merupakan tahun pertama penilaian 

dan didapatkan skor sebesar 77,35 (kategori waspada). Capaian 

tersebut lebih besar dibandingkan skor SPI Nasional 72,32 (kategori 

rentan) dan menunjukkan bahwa upaya penguatan integritas dan 

pencegahan korupsi di lingkungan Badan Pangan Nasional telah berjalan 

dengan cukup baik dan berada di atas kondisi nasional. Hasil tersebut 

mencerminkan adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam 

membangun budaya integritas, memperkuat sistem pengendalian 

internal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sekaligus menjadi modal 
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penting untuk mendorong peningkatan menuju kategori “Terjaga” pada 

periode penilaian berikutnya. 

b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) rangkaian 

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang 

untuk menetapkan, mengukur, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, 

meringkas, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. 

Terdapat 4 indikator penilaian SAKIP yang digunakan dalam evaluasi 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, antara lain : 

1) Perencanaan Kinerja 

Menilai kualitas dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Rencana 

Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja) serta keselarasan tujuan, 

sasaran, indikator, dan target kinerja. 

2) Pengukuran Kinerja 

Menilai ketepatan indikator kinerja, metode pengukuran, serta 

keandalan data kinerja yang digunakan untuk memantau capaian 

kinerja. 

3) Pelaporan Kinerja 

Menilai kualitas penyajian Laporan Kinerja (LAKIN), termasuk 

kejelasan informasi capaian kinerja, analisis keberhasilan/kegagalan, 

dan pemanfaatan laporan untuk perbaikan kinerja. 

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 

Menilai pelaksanaan evaluasi internal atas kinerja, termasuk tindak 

lanjut hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

kinerja organisasi. 

Berdasarkan Evaluasi SAKIP Tahun 2024 nilai SAKIP Badan Pangan 

Nasional adalah 60,11 (Baik). Dari ke-4 indikator yang diukur, 

Inspektorat mendukung dalam capaian indikator yang ke 4 yaitu 

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 12,05 dari bobot 

25, atas nilai tersebut terdapat rekomendasi perlunya dilakukan 

peningkatan kompetensi pada evaluator SAKIP Inspektorat Badan 

Pangan Nasional. Oleh karenanya, melalui surat plt Sekretariat Utama 
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yang ditujukan kepada KemenPANRB Nomor 

2394/PW.05.02/A/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 perihal Permohonan 

Narasumber Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP di lingkungan Badan 

Pangan Nasional Tahun 2025. Namun demikian, atas permintaan 

tersebut KemenPANRB belum memberikan jawaban karena masih 

padatnya jadwal. 

2. Kinerja Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pengawasan Lainnya 

Inspektorat melaksanakan kegiatan pengawasan intern yang meliputi Audit, 

Reviu, Evaluasi, serta Pengawasan Lainnya guna memastikan kepatuhan, 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan memperkuat tata kelola 

organisasi. Rincian pelaksanaan kegiatan tersebut disajikan pada poin-poin 

di bawah ini. 

AUDIT 

a. Audit atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Tahun 2024 pada 

Temuan "Penatausahaan dan Pengendalian Pelaksanaan Belanja 

Barang Barang atas Tambahan Uang Persediaan (TUP) Belum 

Memadai" 

b. Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 

pada Sekretariat Utama 

c. Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 

pada Inspektorat 

d. Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 

pada Pusat Data Informasi Pangan 

e. Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 

pada Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan (Deputi I) 

f. Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 

pada Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi (Deputi II) 

g. Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan Negara Semester I TA 2025 

pada Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan 

Pangan (Deputi III) 
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REVIU 

a. Reviu Penyaluran CPP Berupa Bantuan Pangan 

1) Reviu Bantuan Pangan Tahap III Alokasi Agustus, Oktober dan 

Desember 2024 

2) Reviu Usulan Harga beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam 

rangka Bantuan Kemanusiaan Palestina 

3) Reviu atas Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 

2023 - 2024 

4) Reviu Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam 

rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulan Januari 

s/d Maret Tahun 2025 

5) Reviu Pencairan Bantuan Pangan Beras dan Stabilisasi Pasokan dan 

Harga Pangan (SPHP) Beras Tahun 2025 

6) Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka 

Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni - Juli Tahun 2025 Tahap I  

7) Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka 

Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni - Juli Tahun 2025 Tahap II 

8) Reviu Penyaluran CBP dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga 

Pangan (SPHP) Beras periode 1 Juli sd 15 Oktober Tahun 2025 

9) Reviu Harga Pembelian Minyak Goreng untuk Bantuan Pangan Beras 

dan Minyak Goreng Alokasi Oktober - November Tahun 2025  

10) Reviu Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung di 

Tingkat Konsumen Periode 23 September s/d 15 November 2025 

11) Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka 

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras periode 16 

Oktober sd 30 November Tahun 2025 

12) Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk 

Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Periode 17 

September s/d 30 November 2025  

13) Reviu Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk 

Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober - 

November Tahun 2025 
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14) Reviu atas Kekurangan Pembayaran Penyaluran Cadangan Pangan 

Pemerintah (CPP) Bantuan Pangan Daging Ayam dan Telur Ayam 

Tahun 2024 

b. Reviu Laporan Keuangan 

1) Reviu Laporan Keuangan Unaudited Badan Pangan Nasional 

2) Reviu LK UAKPA/B Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2024 

3) Reviu Usulan Revisi Sisa Anggaran SP SABA Tahun 2025 

4) Reviu Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional 

5) Reviu Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi, Pusat Badan Pangan 

Nasional Triwulan III Tahun 2025  

6) Reviu Laporan Keuangan Satker Pusat Badan Pangan Nasional 

Triwulan III Tahun 2025 

7) Reviu Revisi Anggaran Buka Blokir TA 2025 

8) Reviu atas Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Satker 

Dekonsentrasi lingkup Badan Pangan Nasional Semester I Tahun 

2025 

c. Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 

(RKA-K/L) 

1) Reviu Relaksasi Anggaran Tahun 2025 

2) Reviu Anggaran Belanja Tambahan (ABT) II Badan Pangan Nasional 

TA 2025 

3) Reviu Anggaran Belanja Tambahan (ABT) III Badan Pangan Nasional 

TA 2025 

4) Reviu Anggaran Belanja Tambahan (ABT) IV Badan Pangan 

Nasional TA 2025 

5) Reviu atas Usulan Revisi ke-8 DIPA Badan Pangan Nasional TA 2025 

6) Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun 2026 

7) Reviu ABT untuk Bantuan Pangan Beras Badan Pangan Nasional TA 

2025 

8) Reviu ABT Bantuan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober - 

November Tahun 2025  

d. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) 

1) Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) 

Badan Pangan Nasional Tahun 2025 
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2) Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) 

Sekretariat Utama Tahun 2025 

3) Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) 

Inspektorat Tahun 2025 

4) Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) 

Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2025 

5) Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) 

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 

6) Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) 

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 

7) Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) 

Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Tahun 2025 

e. Reviu Lainnya  

1) Reviu Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan (TLHP) kinerja BPK RI pada 

Badan Pangan Nasional 

2) Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 

Badan Pangan Nasional 

3) Reviu Penilaian Integritas dan Profesionalitas Pegawai 

4) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara 

5) Reviu Revisi Anggaran Fasilitasi Pembinaan Pemerintah Daerah  

6) Reviu Dokumen BAST Penyaluran Bantuan Pemerintah Kegiatan 

Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan dan Aksi Kesiapsiagaan 

Pangan Tahun Anggaran 2024 

7) Reviu Dokumen BAST Penyaluran Bantuan Pemerintah Kegiatan 

Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa 

(GENIUS) Tahun Anggaran 2024 

8) Reviu Dokumen BAST Penyaluran Pemerintah Kegiatan Rumah 

Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Tahun 

Anggaran 2024 

9) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Badan Pangan 

Nasional Tahun 2027 
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EVALUASI 

a. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Badan Pangan Nasional Tahun 2024 

b. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2024 

c. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2024 

d. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Deputi BIdang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 

Tahun 2024 

e. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Inspektorat Tahun 2024 

f. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pusat 

Data dan Informasi Pangan Tahun 2024 

g. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

Sekretariat Utama Tahun 2024 

 

PENGAWASAN LAINNYA  

a. Pengawasan Pengadaan CPNS Badan Pangan Nasional Tahun 2024 

b. Pembahasan Usulan Harga Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah 

Perum BULOG Tahun 2025 dan Penambahan Komponen pada Struktur 

Biaya 

c. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pasokan dan Harga Pangan 

HBKN Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025 di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat dan Kalimantan Tengah 

d. Penyusunan Dokumen Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) Badan 

Pangan Nasional 

e. Workshop Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) 

f. Penyusunan TOR dan RAB Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 

 

3. Survei Layanan Pengawasan Inspektorat Tahun 2025 

Survei kepuasan layanan Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 

menunjukkan kinerja layanan yang baik. Nilai survei sebelum konversi 
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mencapai 3,24, melampaui target 3,14 (lebih tinggi sekitar 3,18%). Jumlah 

responden juga meningkat signifikan sebesar 42%, dari 50 responden pada 

tahun 2024 menjadi 71 responden pada tahun 2025. Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) setelah konversi sebesar 80,93, yang menegaskan tingkat 

kepuasan pengguna layanan berada pada kategori BAIK. Unsur pelayanan 

dengan nilai tertinggi adalah Waktu Penyelesaian, sedangkan nilai terendah 

terdapat pada Sarana dan Prasarana. Sebagai rekomendasi, ke depannya 

Inspektorat perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap unsur 

pelayanan yang masih rendah, baik setiap triwulan maupun semester. Selain 

itu, pertanyaan dalam kuesioner survei perlu diperbarui secara berkala agar 

tetap relevan dengan kebutuhan dan perkembangan di lapangan. Upaya 

peningkatan khusus perlu difokuskan pada sarana dan prasarana 

pengawasan internal guna meningkatkan kualitas layanan secara 

keseluruhan. 

 

4. Kinerja Subbagian Tata Usaha Inspektorat Badan Pangan Nasional 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat, 

Subbagian Tata Usaha berperan penting dalam penyediaan layanan 

ketatausahaan. Kinerja dukungan tersebut diukur melalui indikator tingkat 

kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan yang 

diberikan. Pengukuran kepuasan ini dilaksanakan secara berkala setiap 

triwulan, dengan target capaian tingkat kepuasan berada pada level 3,03. 

Perhitungan nilai sasaran dilakukan melalui pelaksanaan survei kepada 

seluruh pegawai Inspektorat. Survei tersebut mencakup sejumlah aspek 

yang berkaitan dengan kinerja Subbagian Tata Usaha, antara lain 

penyusunan rencana kerja dan pengelolaan anggaran, administrasi surat-

menyurat dan kearsipan, pengelolaan urusan kepegawaian, penyediaan 

bahan pendukung agenda pimpinan, penyusunan laporan kinerja, serta 

pengelolaan kerumahtanggaan. Selain itu, penilaian juga mencakup kualitas 

layanan Tata Usaha, yang meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, 

kualitas pelayanan, serta etika pegawai. Realisasi kinerja Subbagian Tata 

Usaha Inspektorat pada tahun 2025 dapat dirinci pada Tabel 15 berikut. 

Tabel 16. Realisasi Kinerja Subbagian Tata Usaha Inspektorat Tahun 2025 
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No Sasaran Indikator Target 
(level) 

2025 

Tw I Tw II Tw iII Tw iV 

1. Tingkat kepuasan 
layanan pegawai 

Inspektorat 
terhadap layanan 

ketetausahaan 

Tingkat kepuasan 
layanan pegawai 

Inspektorat terhadap 
layanan 

ketetausahaan 

3,03 3,20 3,52 3,36 3,6 

Rata-rata Capaian Tahun 2025 3,42 

 

Hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan secara triwulanan menunjukkan 

bahwa capaian kinerja pada seluruh triwulan telah melampaui target yang 

ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian kinerja Subbagian Tata Usaha 

Inspektorat tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dan konsisten. Hal ini 

mencerminkan bahwa layanan ketatausahaan yang diberikan telah berjalan 

dengan baik dan mampu memenuhi harapan pegawai Inspektorat, serta 

menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara 

berkelanjutan sepanjang tahun. 

 

3.3 Analisis atas Efisiensi Anggaran 

  Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan 

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga, pengukuran efisiensi output program dilakukan 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Nilai tertinggi efisiensi Output Program adalah 20% dan nilai terendah adalah 

sebesar -20%. 

E = (6.165.474.000,00 X 95,64%) - 5.896.739.240,00 
   (6.165.474.000,00) 

        E = -0,0000130% 

 
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran, Inspektorat Badan 

Pangan Nasional pada Tahun Anggaran 2025 mencatat tingkat efisiensi 

penggunaan anggaran sebesar -0,0000130%. Capaian ini menunjukkan bahwa 

pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efisien, cermat, dan 

akuntabel dengan tetap mengedepankan prinsip value for money. Efisiensi 

anggaran tersebut diperoleh dari optimalisasi pelaksanaan kegiatan, 

pengendalian belanja secara ketat, serta pemanfaatan sumber daya yang ada 

secara efektif. Meskipun terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran, 

kondisi ini tidak berdampak negatif terhadap pencapaian target kinerja 

maupun pelaksanaan seluruh kegiatan Inspektorat. Seluruh program dan 

kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat 

waktu, dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Dengan demikian, efisiensi 

yang dicapai merupakan efisiensi yang bersifat produktif, yaitu penghematan 

anggaran tanpa mengurangi kualitas output maupun outcome kegiatan 

pengawasan. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa Inspektorat Badan 

Pangan Nasional mampu menjaga keseimbangan antara penghematan 

anggaran dan pencapaian kinerja, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi 

pengawasan tetap berjalan secara optimal dan mendukung pencapaian tujuan 

organisasi. 

Ke depan, Inspektorat akan terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi 

penggunaan anggaran melalui beberapa langkah strategis, antara lain: 

a. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran, dengan memastikan 

keselarasan antara rencana kerja, indikator kinerja, dan kebutuhan riil 

kegiatan sehingga alokasi anggaran semakin tepat sasaran; 

b. Penguatan pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran 

secara berkala, agar potensi inefisiensi dapat diidentifikasi dan 

ditindaklanjuti sejak dini; 

X 100% 
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c. Peningkatan kompetensi SDM di bidang pengelolaan keuangan dan 

kinerja, sehingga setiap unit kerja mampu menerapkan prinsip efisiensi dan 

efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan; dan 

d. Penerapan praktik kerja yang lebih sederhana dan terintegrasi, 

termasuk sinergi antar kegiatan guna menghindari duplikasi anggaran dan 

meningkatkan produktivitas. 

3.4 Realisasi Anggaran 

Laporan realisasi anggaran merupakan sebuah laporan yang berisikan 

informasi tentang ringkasan sumber anggaran, alokasi anggaran serta 

penggunaan yang dikelola oleh suatu instansi dalam satu periode. Sedang 

tujuan dilakukannya pelaporan realisasi anggaran ini untuk memenuhi maksud 

akuntabilitas yang telah ditetapkan oleh peraturan negara.  

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, 

Inspektorat Badan Pangan Nasional pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh 

alokasi anggaran Rp6.165.474.000,00. Anggaran yang dikelola oleh 

Inspektorat Badan Pangan Nasional mengalami pergeseran baik berupa 

pemotongan maupun penambahan yang disajikan pada Tabel 17 berikut. 

       Tabel 17. Revisi Anggaran Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 

No Anggaran (Rp) 
Penambahan/ 

Pengurangan (Rp) 
Keterangan 

1 3.253.804.000,00 - DIPA awal (2 Januari 2025) 

2 4.685.004.000,00 1.431.200.000,00 DIPA (22 Juli 2025) 

3 6.165.474.000,00 1.480.470.000,00 DIPA 19 (6 November 2025) 

Jumlah 2.911.670.000,00  

 

Sedangkan berdasarkan realisasi anggaran per bulan selama 2025 disajikan 

pada Tabel 18. 

Tabel 18. Realisasi Anggaran Bulanan Tahun 2025 

No Bulan Realisasi Per Bulan (Rp) Akumulasi Realisasi (Rp) 

1 Januari 104.508.964,00 104.508.964,00 

2 Februari 314.419.320,00 418.928.284,00 

3 Maret 323.647.320,00 742.576.604,00 

4 April 431.994.605,00 1.174.570.209,00 

5 Mei 245.773.840,00 1.420.344.049,00 

6 Juni 96.106.176,00 1.516.450.225,00 

7 Juli 142.801.833,00 1.659.252.058,00 
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No Bulan Realisasi Per Bulan (Rp) Akumulasi Realisasi (Rp) 

8 Agustus 92.670.400,00 1.751.922.458,00 

9 September 955.447.883,00 2.707.370.341,00 

10 Oktober 573.984.825,00 3.281.355.166,00 

11 November 522.907.031,00 3.804.325.197,00 

12 Desember 1.927.007.043,00 5.896.739.240,00 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yang secara nyata pagu anggarannya adalah Rp6.165.474.000,00 dengan 

tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan akhir Desember 2025 

sebesar Rp5.896.739.240,00 (95,64%). Pagu dan Realisasi anggaran dari 

tahun 2022-2025 disajikan dalam tabel 19. 

Tabel 19. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022-2025 

No Program  Kegiatan  KRO  RO TA Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%) 

1 
Dukungam 
Manajemen 

Dukungan 
Manajemen 
dan Teknis 

Lainnya 
Badan 

Pangan 
Nasional 

Layanan 
Manajemen 

Kinerja 
Internal 

Layanan 
Audit 

Internal 
2023 2.300.000.000,00 2.276.222.856,00 98,97 

2 
Dukungam 
Manajemen 

Dukungan 
Manajemen 
dan Teknis 

Lainnya 
Badan 

Pangan 
Nasional 

Layanan 
Manajemen 

Kinerja 
Internal 

Layanan 
Audit 

Internal 
2024 2.246.000.000,00 2.204.622.412,00 98,16 

3 
Dukungam 
Manajemen 

Dukungan 
Manajemen 
dan Teknis 

Lainnya 
Badan 

Pangan 
Nasional 

Layanan 
Manajemen 

Kinerja 
Internal 

Layanan 
Audit 

Internal 
2025 6.272.750.000,00 6.214.513.262,00 99,07 
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 Alokasi anggaran untuk Inspektorat Badan Pangan Nasional dari pada tahun 

2022 nilainya tidak berbeda jauh dengan alokasi anggaran tahun 2023. Berbeda 

halnya di tahun 2024 dan 2025, anggaran Inspektorat Badan Pangan Nasional 

meningkat secara signifikan. Peningkatan tersebut karena adanya penambahan 

alokasi anggaran untuk kegiatan Reviu atas Penyaluran Cadangan Pangan 

Pemerintah (CPP) baik untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng selain itu 

Inspektorat Badan Pangan Nasional mendapatkan tenaga SDM tambahan dari unit 

kerja eselon II lainnya dalam kegiatan reviu penyaluran cadangan pangan 

pemerintah sehingga meskipun SDM yang tetap belum bertambah adanya tenaga 

SDM tambahan tersebut dapat membantu pelaksanaan kegiatan di Inspektorat 

dengan realisasi anggaran 95,64%. Secara keseluruhan capaian realisasi anggaran 

Inspektorat 2022 - 2025 diatas 97%. 
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BAB IV  
PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Rata-rata kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 sudah 

terealisasi 90,4 persen. Berdasarkan kriteria dan pengukuran keberhasilan 

diatas dapat disimpulkan, bahwa capaian kinerja Inspektorat Badan Pangan 

Nasional adalah “Sangat baik” untuk semua indikator. Namun, dalam 

pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan, masih ditemukan 

berbagai kendala mengingat Badan Pangan Nasional khususnya Inspektorat 

sebagai lembaga baru yang capaian kinerjanya belum optimal karena 

keterbatasan Sumber Daya Manusia dan perlu penguatan regulasi untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan. 

4.2 Rekomendasi 

Berdasarkan capaian kinerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 

2025 yang telah dicapai, serta mempertimbangkan berbagai kendala yang 

masih dihadapi sebagai lembaga yang relatif baru, maka direkomendasikan 

beberapa langkah strategis ke depan sebagai berikut: 

a. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan 

Perlu dilakukan pemenuhan dan penguatan SDM Inspektorat, baik 

secara kuantitas maupun kualitas, melalui penataan kebutuhan jabatan 

fungsional pengawasan, peningkatan kompetensi auditor dan APIP, serta 

pengembangan kapasitas SDM secara berkelanjutan agar pelaksanaan 

tugas pengawasan dapat berjalan lebih optimal 

b. Penguatan Regulasi dan Pedoman Teknis Pengawasan 

Diperlukan penyusunan dan/atau penyempurnaan regulasi internal, 

pedoman, dan standar operasional prosedur (SOP) yang mendukung 

pelaksanaan pengawasan, sehingga seluruh kegiatan pengawasan memiliki 

landasan dan acuan kerja yang jelas, seragam, dan terintegrasi. 

c. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja 

Perlu dilakukan penguatan keterkaitan antara perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dengan indikator yang semakin 

berorientasi pada outcome, agar capaian kinerja tidak hanya tinggi secara 

angka, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap tata kelola Badan 

Pangan Nasional 
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d. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Perlu dilakukan peningkatan untuk mendukung efektivitas, efisiensi, 

serta akurasi pelaksanaan pengawasan, sekaligus sebagai solusi atas 

keterbatasan SDM yang ada 

e. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Internal 

Penguatan koordinasi dilakukan untuk memastikan pemahaman yang 

sama terhadap peran pengawasan, mempercepat tindak lanjut hasil 

pengawasan, sekaligus sebagai solusi atas keterbatasan SDM yang ada. 
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LAMPIRAN  I
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LAMPIRAN  1 Surat Keputusan Tim Pengelola Kinerja  
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LAMPIRAN II 
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LAMPIRAN  2 Perjanjian Kinerja  
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Lampiran 2.2 Perjanjian Kinerja 2 
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Lampiran 2.3 Perjanjian Kinerja 3 
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Lampiran 2.4 Matriks Capaian Realisasi Anggaran, Output, dan Kinerja Unit Kerja Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 
 

No Uraian Belanja Rincian Output Capaian Kinerja 

Anggaran Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 

1 Tingkat Maturitas 
SPIP 

6.165.474.000 5.896.739.240,00 95,64 30 Laporan 30 Laporan 100 3 2,712 90,4 
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LAMPIRAN IIl 
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LAMPIRAN  3 Program Kerja Pengawasan Intern Tahunan (PKPIT) 2025 Awal Inspektrorat Badan Pangan  
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Lampiran 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Badan Pangan Nasional Periode 2023-2025 

 

No Sasaran Indikator 
2023 2024 2025 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 
Target Realisasi 

Capaian 
(%) 

Target Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 Pengawasan 
Internal Badan 

Pangan 
Nasional 

 

Tingkat 
Maturitas 
SPIP 

3,00 3,40 113,6 3,00 3,43 114,33 3 2,712 90,4 
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Lampiran 3.3 Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Badan Pangan Nasional Periode 2022-2025 

No Tahun Anggaran Pagu (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

(%) 

1 2022 2.300.000.000,00 2.276.222.856,00 98,97 

2 2023 2.246.000.000,00 2.204.622.412,00 98,16 

3 2024 6.272.750.000,00 6.214.513.262,00 99,07 

4 2025 6.165.474.000,00 5.896.739.240,00 95,64 
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LAMPIRAN IV 
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LAMPIRAN  4 Detail Tim SPIP 
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LAMPIRAN V 
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AUDIT 

 
Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan 

Negara Semester I TA 2025 

 
Audit atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 
RI atas Laporan Keuangan Badan Pangan 
Nasional TA 2024 

REVIU 

 
 

 
 
 
Reviu Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 

(SPHP) Jagung di Tingkat Konsumen Periode 23 

September s/d 15 November 2025 

 
Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah 

(CBP) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan 

Harga Pangan (SPHP) Beras periode 16 Oktober 

sd 30 November Tahun 2025 

 
Reviu Penyaluran Bantuan Pangan Beras 2025 
Periode Juni - Juli 2025 Tahap I 

 
Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi 
Bencana dan Keadaan Darurat Periode 17 
September s/d 30 November 2025 
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EVALUASI 

 
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 

PENGAWASAN LAINNYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
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